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BUPATI MANOKWART,
Menirnbang : R. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2016 t.entang Perubahan Atas Undang­
Undang NomOT 14 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
tanggal 27 Juli 2016, Pemerintah mernberikan Hibah Non
Kas kepada Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai
dasar Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah
Air Minum dalam rangka mengoptimalkan upaya perbaikan
kondisi keuangan Perusahaan Daerah Air Minum dan
penyelesaiaan piutang negara pada Perusahaan Daerah Air
Minum yang bersumber dar] penerusan pinjaman luar
negeri, Rekening Dana Inveatasi, dan Rekening
Pembangunan Daerah;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Daerah kepada Badan
Usaha Milik Daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan
Daerah:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada. Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupalen Manokwari;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Trian Barat Dan Kabupaten­
Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat [Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,
Tarnbahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor
290'1);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 lentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisrne (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
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3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonom:
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia NOlDOr4151) sebagaimana telab
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008
tentang Penetapan Peraruran Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang­
Undang Nomor 2t Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4884);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lernbaran Negara Republik:Indonesia 'rabun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik:
Indonesia Tabun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
NegaraRepubJikIndonesia Nomor4355);

6. Undang-Undang Nomor7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia
Nomor 4377);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4400);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemcrintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lemabaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 824,
Tarnbahan Lembaran Ncga.ra Republik Indonesia Nomor
5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016
tentang Perubahan Kcdua Atas Undang-Undang Nornor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
RepubJik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik indonesia Nornor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
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2016 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5907);

12. Peraturan Pernerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Slstem Penyediaan Air Minum [Lembaran
Negara RepubJik Indonesia Tahun 2005 Nornor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4490J;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 'rabun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nornor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang MiJik Negaraj' Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambaban
Lemabaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4609);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pernerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Menton Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Penge)olaal1 Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tabun 201.1
tentang Perubahan Kcdua Atae Peraturan Menteri Dala111
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tent.ang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berlta Negara Republik Indonesia Tahun
20.1 I Nomor310);

17. Peraturan Menton Dalam Negerl Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan lnvestasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20) 5
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Belita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);

J9. Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016
tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat
Kepada Pernerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal
Pernerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum,
Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Pcrusahaan Daerah Air
Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas (Berita
Negara Republik Lndonesia Tahun 2016 Nomor 1101);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016
tcntang Pedornan Pernberian Subsicli Dari Pemerintah
Daerah Kepada Badan Usaha Milik Da.erah Penyelenggaraan
Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik
lndonesia Tahun 2016 Nornor 1399);

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.05/2016
tentang Tata Cara Pcnyelesaian Piutang Negara Yang



Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manokwari.
3. Pernerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Bupatf adalah Bupati Manokwari.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya discbut DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwarri.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah penempatan darr/atau penanaman

danyatau pernisahan kekayaan Daerah dalam bent uk uang dan/atau
barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pernerintah
Daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pernerintah daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Pasall

Baglan Kesatu
Pengerti an

BAB r
KETENTUAN UMUM

Mcnctapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
DAERAH PAI)A PI!:RUSAHAANDAERAH AIRM1NUM.

MEMUTUSKAN:

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANOKWARI

Dan
RVPA.TLMANOKWAR[

Bersumber Dad Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening
Dana lnvestasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah pada
Parusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Tahun 2016
Nomor 280);

22. Peraruran Daerah Nomor 5 Tahun 1993 tentang
Pcmbcntukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Daerah iingkat n Manokwari (Lembaran Daerah Kabupaten
Manokwari Tahun 1993 Nomor 5);

23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun .2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwarl
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten
Manokwari Tahun 2016 Nomor 6);



5

Pasal 5
(l) Penyertaan Modal Daerah sebagaimanadimaksud dalarn Pasal 2 ayat (1)

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan dalam APBDPerubahan Tahun
Anggaran 2016.

(2) Untuk menganggarkan Pendapatan Hibah Non Kas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pernerintah Daerah dapat menyesuaikan target
pendapatan hibah dengan terlebih dahulu melakukan perubahan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBDTahun Anggaran
2016.

(3) Penganggaran Pendapatan Non Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan terlebih dahu1u
melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
Perubahan 2016, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Dacrah
rentang Perubahan APBDTahun Anggaran 2016.

BAD III
PENGELOLAAN

Pemerintah memberikan Dana Non Kas sebesar Rp. 23.762.728.000 (Dua
Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua J uta Tujuh Ratus Dua Puluh
Delapan Ribu Rupiah).

Pasal4

Pemerintah memberikan Penyertaan Modal.Daerah pada PDAMdalam bentuk
Dana Hibah Non Kas.

Pasal3

BAB II
BENTUK, BESARAN DAN SUMBER DANA

(1)Penyertaan Modal Daerah pada PDAMKabupaten Manokwari, adalah
dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana PDAM Kabupaten
Manokwari, peningkatan cakupan layanan air bersih, dan peningkatan
kinerja PDAMKabupaten Manokwari,

(2)Penamhahan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM Kahupaten
Manokwari bertujuan :
a. meningkatkan pelayanan air bersih danr atau air minum kepada

masyarakat;
b. mendorong laju pertumbuban ekonomi daerah; dan
c. memberikan kontribusi bagi Pendapatan AsHDaerah.

Pasal2

Bagian Kedua
MAKSUD D.tili TUJUAN
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'.!,,·F.M. LALENO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN M.<\NOKW.<\RITAHUN 2016 NOMOR 2

Diundangkan di Manokwari
Pada tanggal 27 Oktober 2016

~ SytKRETARJS

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah wi dengan penempatannya dalam Lembaran Oaerah K.abupaten
Manokwari.

Pasal7

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Bupati rnelakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada
POAMKabupaten Manokwari,

Pasal6

BABIV
PENGAWASAN
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Pasa!1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal3
Cukup jelas.

Pasal4
Cukup jelas.

Pasal5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal7
Cukup jelas.

TAMBAHANLEMBARANDAERAHKABUPATENMANOKWARlNOMOR2

TENTANG

PENYERTMN MODAL DAERAH PADAPERUSAHAAN DAE.RAHAIR MINUM
LUMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan
kehutuhan air minum bersih yang terjamin kesehatannya dan terjarnin
kelancaran penyediaannya sehingga dapat dinikmati secara berkelanjutan oleh
masyarakat perlu dilaksanakan peningkatan surnber daya manusia serta
sarana dan prasarana, sehingga perusahaan dapat beroperasi secara efisien
dan kompetitif maka dipandang perlu melakukan Penyertaan Modal Daerah.

Selain itu Badan Usaba I kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Manok\...ari diharapkan dapat memberikan kontribusi
yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerab ( PAD ) dan benar-benar
dapat berfuogsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan
Daerah di Kabupaten Manokwari.

Berdasarkan pada ketentuan delam Pasal 75 Peraturan Pernerintah
Nornor 58 Tahun 2005 tentang Peogelolaan Keuangan Daerah, yang
menyatakan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan
apabila jurnlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah
berkenaan, maka Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Manekwari pada
Badan Usaha I kegiatan usaha hams ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Manokwari.

II. PASAL DEMl PASAL

NOMOR2 TAHUN2016

PERATURAN DAERAH KABUPATENMANOKWARI

ATAS

PENJELASAN
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